
PERATURAN GUBERNI'R LAMPUNG
IYOMOR 22 TltI{tlN 2Ot9

TEI{TA.!tG

PEMBERIAIT TIII|JAI|GAI| IIARI RAYA, CA.fl DAIT TT'IT.'AI|GAI| KETIGA BELAS
I(EPADA PEGAWAT ITEG}ERI SIPE, PB'A"BAT ITEGARA DIIIT AIYGK}OTA DEITAfl

PERWAKILIII| RAITYAT DA.ERAH DI LTITGKTIITGAI{ PEMERITTAII
PROVINSI LIIUPUITG

DEIYGAN RAHMAT TUIIAI{ YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanal<an ketentuan Pasal 10 ayat (21

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O19 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2Ol9 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Praj urit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan dan Pasa-l 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah
36 Tahun 2O19 tentang Pemberian TUnjangan Hari Raya
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima 'Ilnjangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Lampung tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai
Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi l,ampung;

Mengingat l.

2.

3.

4.

5.

Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

GTJBER}ITIR LAMPUNG



6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

14.

15.

16.

Memperhatikan: 1.

2.

1

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 201O tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan;
Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2O19 tentang Pemberian
T[njangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1 ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2Ol1 tentang Pedoman
Penataan Sistem Tunjangan Kine{a Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120
Tahun 2018;
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2Ol7;
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8l Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi L^ampung Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Gubernur t ampung Nomor 83 Tahun Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
2019:'

METUTUSKAI|:

PERATT'R.4.!T GT'BERITI'R TEITTAITG PEMBERIAIT TUI|.'AIYGAIT
HARI RAYA, GA^'I DAIY TTII{JAI{GAIY KETIGA BELAS KEPN)A
PEG}AWAI NEGERI SIPE, PF^'ABAT NEGARA DAN AN(X}OTA
DEWAN PERWAISLAIT RAKYAT DAERAII DI LII|GKT'IYGAN
PEMERII{TATI PROVINSI LIIMPUNG.

Menetapkan



--) -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimalsud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah w€rga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai
yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap
pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk
memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji l0O %.

6. Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota serta
Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundnag-undangan.

7. Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota
DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi La.mpung.

8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

9. Gaji adalah Hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi keq'a kepada pegawai yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu peg'anjial ke{a, kesepakatan atau
perasturan perundang-undangan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang
memuat rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi l^ampung
Tahun Anggaran 2019 yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerahdan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1 l. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitlan oleh pengguna anggaran / kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

(l) PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang
menjalani cuti diluar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi
pemerintah daerah.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2
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Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) yaitu sebesar penghasilan
1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.

(2) Dalam Hal penghasilan t (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari
Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar
penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada
yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan T\rnjangan Hari Raya.

(3) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi PNS, CPNS, Pejabat
Negara dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan.

BAB III

PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 4

(1) PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Gaji dan T\rnjangan
Ketiga Belas.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang
menjalani cuti diluar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi
pemerintah daerah.

Pasal 5

(1) Gaji dan T\.rnjangan Ketiga Belas bagi PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sebesar
penghasilan pada bulan Juni 2019.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena
perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
kekurangan penghasilan Ketiga Belas.

(3) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi PNS, CPNS, Pejabat
Negara dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan atau tunjangan umum dan ta.mbahan penghasilan apabil,a keuangan
daerah memungkinkan.

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, CPNS, pejabat Negara dan Anggota DpRD
dibayarkan paling cepat t0 (sepuluh) hari keq'a sebelum tanggal hari raya.



(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah Hari Raya.

(3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Anggota
DPRD dibayarkan paling lambat bulan Juli 2019.

Pasal 7

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D T\-rnjangan Hari Raya, Gaji
dan Tunjangan Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tlrnjangan Ketiga Belas
dapat bersumber dari:
a. APBD; dan
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi l,ampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Mei 2Ol9

GT'BERIIIIR L/IUPUIYG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Mei 2Ol9
PJ. SEKRETARTS DAERATT pRovrilsr LAupt !rc,

ttd
Ir. HAMARTOII AIIADIs, M.si

Salinan

KEPAI.A

uai aslinya
O HUKUM,

Pemblna Utama Madya
I|IP. 1964(x1O9 198902 I O15

SH. MH.
Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1003
BERITA DAERAII PROVIITSI LAUPIIITG TAIIT'I 2OIg XOilOR 22


